Bulan :

1[2[3]4]5 @|7 [8 Jo 1o J11 [12 |

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :
1 2 3 4 |5 6 7 ’{i 9 (10 (11 |12 |13 |14 (15 |16 Kompas Sindo ( Tempo
17 {18 [19 R0 [21 [22 [23 [e4) |25 |26 [27 [28 [29 {30 |31 Indopos | Pos Kota | Warta Kota

DKI Bangun Tujuh Rusun Baru Tahun Ini

Selain untuk warga yang digusur, rusun diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA - Pemerintah
Provinsi DEKI Jakarta
berencana membangun tu-
juh rumah susun sederha-
na sewa (rusunawa) tahun
ini. Pembiayaan telah disi-
apkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah 2019 sebesar Rp
709,94 miliar.

Kepala Dinas Perumah-
an Rakyat -dan Kawasan
Permukiman, Kelik Indri-
yanto, mengatakan ketujuh
proyek tersebut mengguna-
kan skema multiyear.*Saat
ini masih dalam proses
lelang di Badan Pelayanan
dan Pengadaan Barang/
Jasa,” katanya, kemarin.

Awalnya, Dinas Peru-
mahan berencana memba-
ngun 13 rusunawa. Rencana
itu disampaikan dalam
pembahasan Kebijakan

Umum Anggaran-Plafon

Prioritas Anggaran Semen-
tara (KUA-PPAS)
Jakarta 2019. Lima di anta-
ranya akan dibangun pada
2019 dan sudah pernah
dianggarkan pada 2018.
Namun rencana itu batal
karena ditolak Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Kelik, rencana

DKI -

itu baru bisa dijalankan

“Total ada
sepuluh rusun
yang memiliki
6.043 unit bagi
masyarakat
berpenghasilan
-rendah.”

Kelik Indriyanto
Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan

Permukiman

setelah jumlah rusun yang
akan dibangun dikurangi
menjadi tujuh. Selain
membangun rusun baru,
pemerintah telah menyiap-
kan anggaran Rp 189,97
miliar untuk merevitalisa-
si tiga rusun. “Jadi, total

ada sepuluh rusun yang

memiliki 6.043 unit bagi
masyarakat berpenghasil-

‘an rendah,” ujarnya.

Kelik menuturkan target
penghuni rusun Jakarta
telah terangkum dalam
peraturan gubernur. Selain
menjadi tempat relokasi
warga gusuran, ada pula
rusun yang diperuntukkan
bagi masyarakat umum.
“Semua diatur di Pergub
Nomor 55 Tahun 2018
juncto Pergub Nomor 29
Tahun 2019,” ucapnya.

Meski pemerintah telah
menetapkan tarif retribusi
yang rendah untuk peng-
huni rusunawa, ternyata
masih banyak penghuni

- yang menunggak. Sebagian

besarberalasan tidak mam-
pu membayar retribusi
karena sulit mencari naf-
kah. :
Muhammad  Marsim,
penghuni Rusun Waduk
Pluit, Penjaringan, Jakarta
Utara, mengatakan kehi-
dupannya - makin sulit
setelah ia tinggal di rusun.
Sebab, usaha yang pernah

dirintis sebelum tinggal di
rusun kini sudah bangkrut.

Keluhan yang sama
disampaikan Masriyah,

penghuni Rusun Waduk

Pluit. lainnya. Bengkel
sepeda milik = suaminya
sudah tutup setelah mere-
ka pindah ke rusun. “Di:
dalam rusun tidak "ada
pelanggan, jadi bengkel
tutup. Sekarang saya gan-
tikan dengan buka warung
kecil-kecilan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala
Bidang Pembinaan Peran .
Serta Masyarakat Dinas -
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, -
Meli Budiastuti, menga-
takan jumlah tunggak-
an penghuni rusun sejak
lima tahun terakhir terus
meningkat. Bahkan angka-
nya telah mencapai Rp 50
miliar. Karena itu, peme-
rintah tengah mempertim-
bangkan wacana pengha-

‘pusan tunggakan penghuni

rusun. ;

Meli mengatakan peng-
hapusan denda dan tung-
gakan telah diusulkan
tahun lalu. Hal itu yang
mendasari Gubernur DKI
Anies Baswedan mener-
bitkan Peraturan Guber-
nur Nomor 148 Tahun 2018 -
tentang Tata Cara Pengha-
pusan Piutang Daerah.

Meli menjelaskan, nan-
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DKI Bangun Tujuh Rusun Baru Tahun Ini

tinya proses pemutihan
terhadap tunggakan harus
dibicarakan dengan Badan
Pengelola Keuangan Dae-
rah (BPKD) DKI Jakarta
selaku lembaga yang
memiliki otoritas tentang
retribusi daerah. BPKD
juga memiliki kewajiban
mensosialisasi peraturan
gubernur tersebut.

Dalam aturan tersebut,
ada banyak syarat sebelum
penunggak sewa rumah

susun dibebaskan dari
tagihan dan denda yang
belum terbayar. Salah satu-
nya piutang macet dapat
dihapuskan apabila umur
piutang retribusi daerah
lebih dari 12 bulan. Selain
itu, kriteria lainnya adalah
wajib retribusi meninggal,
tidak memiliki harta keka-

yvaan lagi yang dinyatakan

dengan keterangan miskin,
dan dinyatakan pailit.
@ [MAM HAMDI | AVIT HIDAYAT

Tarif Rusun
INAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI
D hingga Januari 2019 telah mengelola 34 rumah susun’
(rusun) existing. Pemprov masih akan menambah jumlah
rusun. untuk menghadirkan alternatif hunian yang layak, aman,
dan nyaman bagi warga lbu Kota.

Penentuan tarif rusun didasarkan pada Peraturan Gubernur

Nomor 55 Tahun 2018 juncto Pergub Nomor 29 Tahun 2019,

B Masyarakat umum berpenghasilan Rp 2,5-4,5 juta per bulan
akan dibebankan tarif Rp 765 ribu per bulan di luar tagihan
listrik dan air.

B Masyarakat umum berpenghasilan 4,57 juta per bulan akan
dibebankan tarif Rp 1,5 juta per bulan di luar tagihan listrik
dan air. :

B Masyarakat terprogram (relokasi) dibebankan tarif Rp 505
ribu di luar tagihan listrik dan air.

Daftar rusun yang tarifnya mengikuti ketentuan tersebut:
1. Rusun K.S. Tubun

2. Rusun Rawa Buaya £
3. Rusun Sukapura

4. Rusun Penjaringan

5. Rusun Tambora IV

6. Rusun Tambora Il

7. Rusun Flamboyan

8. Rusun Cipinang Muara
9. Rusun Pulo Jahe

. Rusun Tipar Cakung

- Rusun Tambora | dan 11

. Rusun Pondok Bambu

. Rusun Jatirawasari

. Rusun Karang Anyar

. Rusun Marunda

. Rusun Kapuk Muara

. Rusun Cakung Barat

. Rusun Pinus Elok

- Rusun Pulo Gebang

. Rusun (RSB) Penjaringan

Daftar rusun yang akan dibangun DKI pada 2019:
Rusun PIK Pulogadung

Rusun Cakung BKT

Rusun Cakung Barat

Rusun Padat Karya

Rusun Pulo Jahe, Jatinegara

Rusun Kelapa Gading Timur

Rusun PIK Pulogadung Il

Total anggaran: Rp 709,94 miliar
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Daftar rusun yang akan direvitalisasi:

1. Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat

2. Rusun Cipinang Besar Utara (Cibesut)
3. Rusun Penjaringan Tower A, B, E dan F
Total anggaran: Rp 189,97 miliar

SUMBER: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMIIKIMAN DKI 14K ABTA



